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PERATURAN

MENTERIKELAUTANDANPERIKANANREPUBLIKINDONESIA

NOMOR /PERMEN-KP/2018

TENTANG

RENCANAZONASIKAWASANSTRATEGISNASIONALTERTENTU

PULAUSENUADIPROVINSIKEPULAUANRIAUTAHUN2018-2038

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

MENTERIKELAUTANDANPERIKANANREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal4 ayat(1)

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang

PemanfaatanPulau-PulauKecilTerluar,perlumenetapkan

PeraturanMenteriKelautandanPerikanantentangRencana

ZonasiKawasanStrategisNasionalTertentuPulauSenuadi

ProvinsiKepulauanRiauTahun2018-2038;

Mengingat : 1. Undang-UndangNomor26Tahun2007tentangPenataan

Ruang(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007

Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor4725);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor

84,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4739),sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-

UndangNomor1Tahun2014tentangPerubahanatas

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
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Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor5490);

3. Undang-UndangNomor43Tahun2008tentangWilayah

Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun

2008Nomor177,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor4925);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2009Nomor

140,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5587),sebagaimana

telah beberapa kalidiubah,terakhirdengan Undang-

UndangNomor9Tahun2015tentangPerubahanKedua

atasUndang-Undang Nomor23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2015Nomor58,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor5679);

6. Undang-UndangNomor32Tahun2014tentangKelautan

(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

294,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor5603);

7. PeraturanPemerintahNomor38Tahun2002tentang

Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal

Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2002Nomor72,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor4211),sebagaimana

telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor37

Tahun 2008 tentanng Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor38 Tahun 2002 tentang Daftar

KoordinatGeografisTitik-TitikGarisPangkalKepulauan

Indonesia(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun



3

2008Nomor77,TambahanLembaranNegaraRepublik

IndonesiaNomor4854);

8. PeraturanPemerintahNomor26Tahun2008tentang

RencanaTataRuangWilayahNasional(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2008Nomor48,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4833),

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah

Nomor13Tahun2017tentangPerubahanatasPeraturan

PemerintahNomor26Tahun2008tentangRencanaTata

Ruang Wilayah Nasional(Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2017Nomor77,TambahanLembaran

NegaraRepublikIndonesiaNomor6042);

9. PeraturanPemerintahNomor62tahun2010tentang

PemanfaatanPulau-PulauKecilTerluar(LembaranNegara

RepublikIndonesiaTahun2010Nomor101,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5151);

10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

RepublikIndonesiaTahun2015Nomor8);

11.Peraturan Presiden Nomor63 Tahun 2015 tentang

KementerianKelautandanPerikanan(LembaranNegara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111),

sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPresiden

Nomor2Tahun2017tentangPerubahanatasPeraturan

PresidenNomor63Tahun2015tentangKementerian

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun2017Nomor5);

12.Keputusan Presiden Nomor6 Tahun 2017 tentang

PenetapanPulau-PulauKecilTerluar;

13.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

6/PERMEN-KP/2017tentangOrganisasidanTataKerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

RepublikIndonesiaTahun2017Nomor220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURANMENTERIKELAUTANDANPERIKANANTENTANG

RENCANA ZONASI KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
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TERTENTU PULAU SENUA DIPROVINSIKEPULAUAN RIAU

TAHUN2018-2038.

BABI

KETENTUANUMUM

BagianKesatu

Pengertian

Pasal1

DalamPeraturanMenteriiniyangdimaksuddengan:

1. RencanaZonasiyang selanjutnyadisingkatRZ adalah

rencanayangmenentukanarahpenggunaansumberdaya

tiap-tiapsatuanperencanaandisertaidenganpenetapan

strukturdanpolaruangpadaKawasanperencanaanyang

memuatkegiatanyangbolehdilakukandantidakboleh

dilakukan serta kegiatan yang hanya dapatdilakukan

setelahmemperolehizin.

2. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati

bersamaantaraberbagaipemangkukepentingandantelah

ditetapkanstatushukumnya.

3. GarisPantaiadalahbataspertemuanantarabagianlaut

dandaratanpadasaatterjadiairlautpasangtertinggi.

4.PerairanPesisiradalahlautyangberbatasandengandaratan

meliputiperairansejauh12(duabelas)millautdiukurdari

GarisPantai,perairanyangmenghubungkanpantaidan

pulau-pulau,estuari,teluk,perairandangkal,rawa,payau,

danlaguna.

5. PulauKeciladalahpulaudenganluaslebihkecilatausama

dengan2.000km2 (duaribukilometerpersegi)beserta

kesatuanekosistemnya.

6. Pulau-Pulau KecilTerluar,selanjutnya disingkatPPKT

adalah pulau-pulau kecilyang memilikititik-titik dasar

koordinatgeografisyangmenghubungkangarispangkal

lautkepulauansesuaidenganhukum internasionaldan

nasional.

7. Ekosistem adalahkesatuankomunitastumbuh-tumbuhan,
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hewan,organismedannonorganismelainsertaproses

yangmenghubungkannyadalammembentukkeseimbangan,

stabilitas,danproduktivitas.

8. Kawasanadalahbagianwilayahpesisirdanpulau-pulau

kecilyang memilikifungsitertentu yang ditetapkan

berdasarkankriteriakarakteristikfisik,biologi,sosial,dan

ekonomiuntukdipertahankankeberadaannya.

9. Kawasan StrategisNasionalTertentu yang selanjutnya

disingkatKSNT adalah Kawasan yang terkaitdengan

kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup,

dan/atau situs warisan dunia,yang pengembangannya

diprioritaskanbagikepentingannasional.

10.StrukturRuangadalahsusunanpusat-pusatpermukiman

dansistem jaringanprasaranadansaranayangberfungsi

sebagaipendukungkegiatansosialekonomimasyarakat

yangsecarahierarkismemilikihubunganfungsional.

11.Pola Ruang adalah distribusiperuntukan ruang dalam

wilayahperairanKSNT yangmeliputiperuntukanruang

untukKawasanpemanfaatanumum,Kawasankonservasi,

alurlaut,danKSNT.

12.KawasanLindungadalahwilayahyangditetapkandengan

fungsiutamamelindungikelestarianlingkunganhidupyang

mencakupsumberdayaalamdansumberdayabuatan.

13.KawasanBudiDayaadalahwilayahyangditetapkandengan

fungsiutamauntukdibudidayakanatasdasarkondisidan

potensisumberdayaalam,sumberdayamanusia,dan

sumberdayabuatan.

14.KawasanPemanfaatanUmum adalahbagiandariwilayah

Lautyangditetapkanperuntukkannyabagiberbagaisektor

kegiatan yang setara dengan Kawasan Budi Daya

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangandibidangpenataanruang.

15.KawasanKonservasiPerairanadalahKawasanperairan

yang dilindungi,dikelola dengan sistem zonasi,untuk

mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan

lingkungannyasecaraberkelanjutan.
16.AlurLautadalahperairanyangdimanfaatkan,antaralain,
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untukalurpelayaran,pipa/kabelbawahlaut,danmigrasi

biotaLaut.

17.AlurPelayaranadalahperairanyangdarisegikedalaman,

lebardanbebashambatanpelayaranlainnyadianggap

amandanselamatuntukdilayarikapalangkutanlaut.

18.Perlintasanadalahsuatuperairandimanaterdapatsatu

ataulebihjalurlalulintasyangsalingberpotongandengan

satuataulebihjalurutamalainnya.

19.Pelabuhanadalahtempatyangterdiriatasdaratandan/atau

perairan dengan batas-batas tertentu sebagaitempat

kegiatanpemerintahandankegiatanpengusahaanyang

dipergunakansebagaitempatkapalbersandar,naikturun

pengumpang,dan/atau bongkarmuatbarang,berupa

terminaldantempatberlabuhkapalyangdilengkapidengan

fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan

kegiatan penunjang Pelabuhan serta sebagaitempat

perpindahanintradanantarmodatransportasi.

20.SaranaBantuNavigasiPelayaranadalahperalatanatau

sistem yang berada diluarkapalyang didesain dan

dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan

efisiensibernavigasikapaldan/ataulalulintaskapal.

21.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkatRTH,

adalahruang-ruangdalamkotadalambentukarea/Kawasan

maupunmemanjang/jaluryangdidominasiolehtumbuhan

yang dibina untukfungsiperlindungan habitattertentu

dan/atau sarana kota, dan/atau pengaman jaringan

prasaranadan/ataubudidayapertanian.

22.KoefisienDaerahHijauyangselanjutnyadisingkat KDH

adalahangkapersentaseperbandinganantaraluasseluruh

ruangterbukadiluarbangunangedungyangdiperuntukkan

bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasaisesuai

rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan

lingkungan.

23.KoefisienWilayahTerbangunyangselanjutnyadisingkat

KWTadalahangkapersentaseluasKawasanataublok

peruntukanyangterbangunterhadapluasKawasanatau
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luasKawasanblokperuntukanseluruhnyadidalam suatu

Kawasanataublokperuntukanyangdirencanakan.

24.GarisSempadanBangunanGedungadalahgarismayapada

persilatautapaksebagaibatasminimumdiperkenankannya

didirikanBangunanGedung,dihitungdarigarissempadan

jalan,tepisungaiatautepipantaiataujaringantegangan

tinggiataugarissempadanpagarataubataspersilatau

tapak.

25.Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang

mengaturtentangpersyaratanpemanfaatansumberdaya

pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan

pengendaliannya yang disusun untuk setiap Zona dan

pemanfaatannya yang setara dengan peraturan zonasi

sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-

undangandibidangpenataanruang.

26.BendaMuatanKapalTenggelamyangselanjutnyadisingkat

BMKTadalahbendaberhargayangmemilikinilaisejarah,

budaya,ilmupengetahuan,danekonomi,yangtenggelamdi

wilayah perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif

IndonesiadanlandaskontinenIndonesia,palingsingkat

berumur50(limapuluh)tahun.

27.NelayanKeciladalahorangyangmatapencahariannya

melakukanpenangkapanikanuntukmemenuhikebutuhan

hidup sehari-hariyang menggunakan kapalperikanan

berukuranpalingbesar10(sepuluh)groston.

28.BaseTransceiverStation yangselanjutnyadisingkatBTS

adalah infrastrukturtelekomunikasiyang memfasilitasi

komunikasinirkabelantarapirantikomunikasidanjaringan

operator.

29.IzinLokasiPerairandiWilayahPesisirdanPulau-PulauKecil

yangselanjutnyadisebutIzinLokasiPerairanPesisiradalah

izin yang diberikan untukmemanfaatkan ruang secara

menetapdisebagianperairandiwilayahpesisirdanpulau-

pulaukecilyangmencakuppermukaanlautdankolom air

sampaidenganpermukaandasarlautpadabataskeluasan

tertentu.

30.IzinPengelolaanPerairandiWilayahPesisirdanPulau-Pulau
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KecilyangselanjutnyadisebutIzinPengelolaanadalahizin

yang diberikan untukmelakukan kegiatan pemanfaatan

sumberdayaperairandiwilayahpesisirdanpulau-pulau

kecil.

31.MenteriadalahMenteriyangmenyelenggarakanurusan

pemerintahandibidangkelautandanperikanan.

BagianKedua

RuangLingkupPengaturan

Pasal2

RuanglingkuppengaturanRZKSNTmeliputi:

a.perandanfungsi;

b.wilayahperencanaan;

c.tujuan,kebijakan,danstrategiperencanaanruang;

d.rencanaStrukturRuang;

e.rencanaPolaRuang;

f. rencanapemanfaatanruang;dan

g.pengendalianpemanfaatanruang.

BagianKetiga

PerandanFungsi

Pasal3

RZKSNTberperansebagaialatoperasionalisasiRencanaTata

RuangLautNasionaldansebagaialatkoordinasipelaksanaan

pembangunandiKSNT.

Pasal4

RZKSNTberfungsisebagaipedomanuntuk:

a.penyusunanrencanapembangunandiKSNT;

b.pemanfaatanruangdanpengendalianpemanfaatanruangdi

KSNT;

c.perwujudanketerpaduandankeserasianpembangunanserta

kepentingan lintas sektor di KSNT dan rencana

pengembangandiKSNTdenganwilayahsekitarnya;dan

d.penetapanlokasidanfungsiruanguntukinvestasidiKSNT;
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BagianKeempat

WilayahPerencanaan

Pasal5

CakupanRZKSNTterdiridari:

a.kearahdarat,mencakupseluruhwilayahdaratanPulau

Senua,KabupatenNatuna;dan

b.kearahlaut,mencakupwilayahperairandisekitarPulau

Senuasampaidenganpalingjauh12(duabelas)millaut

diukurdariGarisPantaipadasaatterjadiairlautsurut

terendah,kecualiuntuk:

1.wilayahperairanyangberbatasandenganpulaulaindi

ProvinsiKepulauanRiauyangberadadalam jarakhingga

24(duapuluhempat)mildibagisamajarakataudiukur

sesuaidenganprinsipgaristengah;dan

2.wilayahperairanyangberadapadasisidalam bataslaut

teritorialIndonesiadiukurdariGarisPantaipadasaat

terjadiairlautsurutterendahsampaibataslautteritorial

Indonesia.

BABII

TUJUAN,KEBIJAKAN,DANSTRATEGIPERENCANAAN

RUANG

BagianKesatu

TujuanPerencanaanRuang

Pasal6

Perencanaan ruang KSNT Pulau Senua bertujuan untuk

mewujudkan:

a.Kawasanyangberfungsiuntukpertahanandankeamanan

negarayangmenjaminkeutuhankedaulatandanketertiban

WilayahNegara;

b.Kawasan yang berfungsiuntukperlindungan lingkungan

hidup yang mendukung keberlanjutan Ekosistem Pulau

Senua;dan
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c.Kawasanyangberfungsiuntukmendukungpengembangan

ekonomiuntukkesejahteraanmasyarakatyangberbasis

perikanandankepariwisataanberkelanjutan.

BagianKedua

KebijakanPerencanaanRuang

Pasal7

(1)KebijakanuntukmewujudkanKawasanyangberfungsiuntuk

pertahanandankeamanannegarayangmenjaminkeutuhan

kedaulatan dan ketertiban Wilayah Negara sebagaimana

dimaksuddalamPasal6hurufameliputi:

a.penegasandanpengamananbatasWilayahNegara;dan

b.pengembanganprasaranadansaranapertahanandan

keamanannegarayangmendukungkedaulatandan

keutuhanbatasWilayahNegara.

(2) KebijakanuntukmewujudkanKawasanyangberfungsi

untukperlindunganlingkunganhidupyangmendukung

keberlanjutan Ekosistem Pulau Senua sebagaimana

dimaksuddalamPasal6hurufbmeliputi:

a.pemertahanan,penetapan,danpengelolaanKawasan

konservasidan/atauKawasanLindungdiPulauSenua

danperairandisekitarnya;

b.pemertahananKawasansempadanpantaidanKawasan

resapanair;dan

c.pengendalianperkembangandiKawasanBudiDaya

untukmenjagakeberlanjutanKawasanLindung.

(3) KebijakanuntukmewujudkanKawasanyangberfungsi

untuk mendukung pengembangan ekonomi untuk

kesejahteraanmasyarakatyangberbasisperikanandan

kepariwisataan berkelanjutan sebagaimana dimaksud

dalamPasal6hurufcmeliputi:

a.peningkatankualitasdanjangkauanpelayananjaringan

saranadanprasaranayangterpadu;

b.pengembangan Kawasan BudiDaya dan Kawasan

PemanfaatanUmum untukmengembangkanekonomi

antarwilayah dan mendukung mata pencaharian
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masyarakat;

c.peningkatanketerpaduan,keselarasan,dankeserasian

antarkegiatan;dan

d.peningkatan kualitas dan keterpaduan sarana dan

prasaranauntukmendukungkegiatanwisatabahari.

BagianKetiga

StrategiPerencanaanRuang

Pasal8

(1) Strategipenegasan dan pengamanan batas Wilayah

Negarasebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(1)

hurufameliputi:

a.menjagadanmengamankanposisititikdasardantitik

referensidiPulauSenuauntukpenentuanlebarlaut

teritorialZona Tambahan,Zona EkonomiEksklusif

Indonesia,danLandasKontinen;

b.menempatkandanmemeliharatandabatasnegaradi

PulauSenua;dan

c.menetapkanalokasiruanguntukKawasanpertahanan

dankeamanan.

(2) Strategipengembanganprasaranadansaranapertahanan

dankeamanannegarayangmendukungkedaulatandan

keutuhanbatasWilayahNegarasebagaimanadimaksud

dalamPasal7ayat(1)hurufbmeliputi:

a.menempatkan dan/atau membangun sarana dan

prasaranapendukungpertahanandankeamananuntuk

penempatansatuanaparatTentaraNasionalIndonesia

dan/atauKepolisianNegaraRepublikIndonesia;dan

b.menempatkanpospertahanankeamanandansarana

danprasaranapendukunglainnya.

(3) Strategi pemertahanan, penetapan, dan pengelolaan

Kawasankonservasidan/atauKawasanLindungdiPulau

Senuadanperairandisekitarnyasebagaimanadimaksud

dalampasal7ayat(2)hurufameliputi:

a.mempertahankanEkosistemterumbukarang;

b.menetapkanalokasiruanguntukKawasanKonservasi
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Perairan;

c.menetapkanrencanapengelolaandanzonasiKawasan

konservasi;

d.menetapkan unit organisasi pengelola Kawasan

konservasiatauKawasanLindung;

e.melindungialurmigrasibiotalaut;

f.menetapkanalokasiruanguntukperlindunganhabitat

penyu;

g.membangun prasarana dan sarana pengelolaan

Kawasan konservasiatau Kawasan Lindung yang

mendukungkegiatanperikanandankepariwisataan;

h.mengendalikankegiatandiKawasanBudiDayaataudi

Kawasan Pemanfaatan Umum yang dapat

menggangguEkosistemataukehidupanbiotalaut;dan

i. menyelaraskan,menyerasikan,dan menyeimbangkan

pengelolaan Kawasan konservasi atau Kawasan

LindungdenganKawasanPemanfaatanUmum atau

KawasanBudiDaya.

(4) StrategipemertahananKawasansempadanpantaidan

KawasanresapanairsebagaimanadimaksuddalamPasal

7ayat(2)hurufbmeliputi:

a.menetapkanbatassempadanpantai;

b.mengendalikankegiatandiKawasanBudiDayayang

berpotensimerusakKawasansempadanpantaidan

menyebabkankemunduranGarisPantai;

c.mengendalikan secara ketatalih fungsiKawasan

resapanair;

d.menetapkan alokasi ruang untuk perlindungan

Kawasanresapanair;dan

e.memanfaatkanKawasanresapanairuntukkegiatan

pariwisataberbasisekowisata.

(5) StrategipengendalianperkembangandiKawasanBudi

Daya untuk menjaga keberlanjutan Kawasan Lindung

sebagaimanadimaksuddalam Pasal7ayat(2)hurufc

meliputi:

a.mengendalikanpemanfaatanruangpadaKawasanBudi

Dayaterbangun;dan
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b.mengendalikan kegiatan di Kawasan Budi Daya

dan/ataudiKawasanPemanfaatanUmum yangdapat

menggangguEkosistemataukehidupanbiotalaut.

(6) Strategipeningkatankualitasdanjangkauanpelayanan

jaringansaranadanprasaranayangterpadusebagaimana

dimaksuddalamPasal7ayat(3)hurufameliputi:

a.mewujudkanketerpaduanpelayanantransportasidarat

danlaut;

b.mengembangkansaranatelekomunikasi;

c.mewujudkanketerpaduansistempenyediaanenergidan

ketenagalistrikan;

d.mewujudkanketerpaduansistemjaringansumberdaya

air;

e.memeliharasumber-sumberair;

f.mewujudkanketerpaduanjaringanairminum,airlimbah,

drainase,danpersampahan;

g.menyediakanjalurdanruangevakuasitanggapdarurat

danbencana;dan

h.menyediakan sarana dan prasarana pendukung

ekowisata.

(7) StrategipengembanganKawasanBudiDayadanKawasan

Pemanfaatan Umum untuk mengembangkan ekonomi

antarwilayah dan mendukung mata pencaharian

masyarakatsebagaimanadimaksuddalamPasal7ayat(3)

hurufbmeliputi;

a.menetapkanalokasiruanguntukkegiatanpariwisata;

dan

b.menetapkanalokasiruanguntukkegiatanpenangkapan

ikan untuk Nelayan Kecil di Zona perikanan

berkelanjutan.

(8) Strategi peningkatan keterpaduan, keselarasan, dan

keserasianantarkegiatansebagaimanadimaksuddalam

Pasal7ayat(3)hurufcmeliputi:

a.menyelaraskan,menyerasikan,dan menyeimbangkan

antarkegiatandidalam KawasanPemanfaatanUmum

denganKawasanBudiDayadandiKawasanKonservasi

denganKawasanLindung;
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b.mengembangkankegiatanekonomiberbasisperiwisata

secarasinergisdanberkelanjutanuntukmendorong

pengembangan perekonomian diPulau Senua dan

wilayahdisekitarnya;

c.membangundermagadanfasilitaspendukungnya;

d.membangunsistempengolahanlimbah;

e.membangunsaranapenyediaanairbersih;dan

f.membangunfasilitasketenagalistrikan.

BABIII

RENCANASTRUKTURRUANG

Pasal9

(1) RencanaStrukturRuangKSNTberuparencanasistem

jaringanprasaranadansarana.

(2) Rencana sistem jaringan prasarana dan sarana

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)terdiriatas:

a.sistem jaringantransportasi,yangselanjutnyadisebut

denganJaringanJ1;

b.sistem jaringan telekomunikasi,yang selanjutnya

disebutdenganJaringanJ2;

c. sistem jaringan energi,yang selanjutnya disebut

denganJaringanJ3;

d.sistem jaringanairminum,yangselanjutnyadisebut

denganJaringanJ4;

e.sistem jaringanairlimbah,yangselanjutnyadisebut

denganJaringanJ5;

f. sistem jaringan drainase,yang selanjutnyadisebut

denganJaringanJ6;dan

g.sistem pengelolaanpersampahan,yangselanjutnya

disebutdenganJaringanJ7.

Pasal10

(1) JaringanJ1sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(2)

hurufaterdiriatas:

a.jaringantransportasidarat,yangselanjutnyadisebut

denganJaringanJ1.1;dan
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b.jaringantransportasilaut,yangselanjutnyadisebut

denganJaringanJ1.2.

(2) JaringanJ.1.1sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf

aberupa:

a.jalanlingkungandiKawasanLindungdanKawasan

BudiDaya;dan

b.jalur dan titik kumpulevakuasiyang diarahkan

menjauhiekosismenujudaratandanberadadiZona

sempadanpantaidiBlokSN.B.U.t.

(3) JaringanJ1.2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)huruf

bberupa:

a.dermagapenumpangdanrencanapospenjagaandi

pintumasukPulauSenua;

b.Alur Pelayaran untuk mendukung kegiatan

kepariwisataan domestik atau internasionalyang

menghubungkan dermaga penumpang di Desa

Sepempang,KecamatanBunguranTimur,Kabupaten

NatunadengandermagapenumpangdiPulauSenua;

dan

c.SaranaBantuNavigasiPelayaranberupamenarasuar

didalamsubZonasempadanpantaidiBlokSN.B.U.t.

Pasal11

(1) JaringanJ2sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(2)

hurufbberupajaringannirkabel.

(2) Jaringannirkabelsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

terdiriatasmenaratelekomunikasiBTStenagasuryayang

beradadiBlokSN.L.B

Pasal12

(1) JaringanJ3sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(2)

hurufcberupa;

a. pembangkittenagalistrik;dan

b. jaringandistribusienergilistrik.

(2) Pembangkittenagalistriksebagaimanadimaksudpada

ayat(1)hurufaberupapembangkitlistriktenagasuryadan

pembangkitlistriktenagabayudiBlokSN.B.W.
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(3) Jaringandistribusienergilistriksebagaimanadimaksud

padaayat(1)hurufbdibangundenganmengikutiJaringan

J1.1sebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(1)huruf

a.

Pasal13

(1) JaringanJ4sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(2)

hurufdmeliputi:

a.sistempenyediaanairminum;

b.sumberair;dan

c.pipadistribusiairminum.

(2) Sistem penyediaanairminum sebagaimanadimaksud

padaayat(1)hurufaberupasistem jaringanperpipaan

dannonperpipaan.

(3) Sistem jaringanperpipaansebagaimanadimaksudpada

ayat(2)dibangun dengan mengikutiJaringan J1.1

sebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(1)hurufa.

(4) Sistemjaringannonperpipaansebagaimanasebagaimana

dimaksudpadaayat(2)dibangunpadaKawasanyang

tidakataubelum terjangkausistem jaringanperpipaan

sebagaimanadimaksudpadaayat(3).

(5) Sumberairsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

berupasumurairtawardiBlokSN.B.W.

(6) Pipadistribusiairminum sebagaimanadimaksudpada

ayat(1)hurufcdibangundenganmengikutiJaringanJ1.1

sebagaimanadimaksuddalamPasal10ayat(1)hurufa.

Pasal14

(1) JaringanJ5sebagaimanadimaksuddalamPasal9ayat(2)

hurufeterdiridari:

a.jaringanairlimbah;dan

b.instalasipengolahanlimbah.

(2) Jaringanairlimbahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufadibangundenganmempertimbangkankelestarian

lingkungandanmengikutiJaringanJ1.1sebagaimana
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dimaksuddalamPasal10ayat(1)hurufa.

(3) Instalasipengolahanlimbahsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)hurufbberupaInstalasiPengolahanAirLimbahdi

BlokSN.B.W.

Pasal15

(1) Jaringan J6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal9

ayat(2)huruffterdiridarijaringandrainaseyangdibangun

denganmengikutiJaringanJ1.1sebagaimanadimaksud

dalamPasal10ayat(1)hurufa.

(2) Pembangunanjaringandrainasesebagaimanadimaksud

padaayat(1)menggunakansistem jaringanterbukadan

melaluipembuatankolamretensiairhujan.

Pasal16

JaringanJ7sebagaimanadimaksuddalam Pasal9ayat(2)

hurufgterdiridari:

a.tempatpenampungansementaraberupabak-baksampah

yangdibangundenganmengikutiJaringanJ1.1sebagaimana

dimaksuddalamPasal10ayat(1)hurufa;dan

b.tempatpemrosesanakhirdiKecamatanSepempangPulau

Natuna.

Pasal17

RencanaStrukturRuangsebagaimanadimaksuddalamPasal9

sampaidenganPasal16digambarkandalam petaStruktur

RuangKSNTPulauSenuadenganskala1:5.000,tercantum

dalamLampiranIyangmerupakanbagiantidakterpisahkandari

PeraturanMenteriini.

BABIV

RENCANAPOLARUANG

BagianKesatu

Umum

Pasal18
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RencanaPolaRuangKSNTterdiriatas:

a. PolaRuangwilayahdaratan;dan

b. PolaRuangwilayahperairan.

BagianKedua

RencanaPolaRuangWilayahDaratan

Pasal19

RencanaPolaRuangwilayahdaratansebagaimanadimaksud

dalamPasal18hurufaterdiridari:

a.KawasanLindung;dan

b.KawasanBudiDaya.

Pasal20

(1) KawasanLindungsebagaimanadimaksuddalamPasal19

hurufaterdiriatas:

a.Zonaresapanair,yangselanjutnyadisebutdengan

ZonaL.B;

b.sempadanpantai,yangselanjutnyadisebutdengan

ZonaL.L.p;dan

c.Zonaperlindunganpenyu,yangselanjutnyadisebut

denganZonaL.O.

(2) ArahanpengembanganKawasanLindungsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)meliputi:

a.perlindungankeberadaanKawasanresapanair;

b.perlindungantempatbertelurnyapenyu;

c.perlindunganEkosistem terumbukarangdariaktifitas

diKawasanBudiDaya;dan/atau

d.pemertahanankeseimbanganEkosistem diwilayah

daratan Pulau Senua untuk keberlanjutan

pengembangandanpemanfaatanSumberDayaPesisir

danPulau-PulauKecil.

(3) ZonaL.Bsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

beradapadabagiantengahdanbagiantimurPulauSenua.

(4) ZonaL.L.psebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

beradapadasebagiansisibaratdansebagiansisitimur

PulauSenua.
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(5) ZonaL.Osebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

beradapadasebagiansisiselatanPulauSenua.

Pasal21

(1) KawasanBudiDayasebagaimanadimaksuddalamPasal

19hurufbterdiriatas:

a.Zona pelayanan umum,yang selanjutnya disebut

denganZonaB.U.t;

b.Zonapertahanandankeamanan,yangselanjutnya

disebutdenganZonaB.A.t;dan

c.Zonalainnya,yangterdiriatas:

1.ZonaB.W.1;

2.ZonaB.W.2;dan

3.ZonaB.W.3.

(2) ArahanpengembanganKawasanBudiDayasebagaimana

dimaksudpadaayat(1)meliputi:

a.penyediaan saranadan prasaranapenunjang bagi

pengembangankegiatanpariwisatadanpertahanan

keamanan;

b.pengamananposisititikdasardantitikreferensi;

c.pengembangan kegiatan pariwisata berbasis

ekowisata;dan/atau

d.pemanfaatandanpengembanganJaringanJ3untuk

menunjangkegiatandalamKawasanBudiDaya.

(3) ZonaB.U.tsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

merupakanareauntukpenempatan:

a.sarana perkantoran untuk menunjang kegiatan

kepelabuhanan;

b.terminaldandermagauntukpenumpangdanbarang;

c.fasilitaspenunjangdermaga;

d.fasilitaspenyimpanbahanbakardanairbersih;

e.SaranaBantuNavigasiPelayaran;dan/atau

f. sebagianJaringanJ1,JaringanJ2,JaringanJ3,J4.

(4) ZonaB.A.tsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

merupakanareauntukpenempatan:

a.titikdasardantitikreferensi;

b.posTentaraNasionalIndonesia;
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c.sebagianJaringanJ3yangberupapembangkittenaga

listrik;dan/atau

d.fasilitaspenyimpanbahanbakardanairbersih.

(5) ZonaB.W.1sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

angka1merupakanareauntukpenempatan:

a.saranadanprasaranapariwisataberbasisekowisata;

b.saranaakomodasipariwisatasemipermanenataunon

permanen;

c.fasilitaspendukungkegiatanpariwisata;

d.sebagianJaringanJ3yangberupajaringandistribusi

energilistrik;

e.sebagian Jaringan J5 yang berupa Instalasi

PengolahanAirLimbah;dan/atau

f. messpenjaga.

(6) ZonaB.W.2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

angka2danZonaB.W.3.sebagaimanadimaksudpada

ayat(1) huruf c angka 3 merupakan area untuk

penempatan:

a.saranadanprasaranapariwisataberbasisekowisata;

b.fasilitaspendukungkegiatanpariwisata;

c.tempatpenampungansampahkomunal;

d.JaringanJ3yangberupapembangkitlistriktenaga

surya;

e.JaringanJ5yangberupaInstalasiPengolahanAir

Limbah;

f. jaringandistribusienergilistrikyangdibangundengan

mengikutiJaringanJ1.1;dan/atau

g.messpenjaga.

Pasal22

(1) Rencana Pola Ruang wilayah daratan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal19 sampaidengan Pasal21

digambarkandalam petarencanaPolaRuangwilayah

daratanPulauSenuadenganskala1:5.000,tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak

terpisahkandariPeraturanMenteriini.

(2) RincianluassetiapZonadalam rencanaPolaRuang
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wilayahdaratandandaftarkoordinatmasing-masingZona

sebagaimanadimaksuddalam Pasal19sampaidengan

Pasal21,tercantum dalam LampiranIIIyangmerupakan

bagiantidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

BagianKetiga

RencanaPolaRuangWilayahPerairan

Pasal23

RencanaPolaRuangwilayahperairansebagaimanadimaksud

dalam Pasal18hurufbPolaRuangwilayahperairanKSNT

PulauSenuaterdiridari:

a.KawasanKonservasiPerairan;dan

b.AlurLaut.

Pasal24

(1) Kawasan KonservasiPerairan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal23hurufamerupakanKawasanKonservasi

PerairanNasional,yangselanjutnyadisebutdenganZona

K.N.

(2) ZonaK.N.sebagaimanadimaksudpadaayat(1)beradadi

seluruhwilayahperairandisekitarPulauSenuasampai

denganpalingjauh12(duabelas)millaut.

(3) ArahanpengembanganZonaK.N.sebagaimanadimaksud

padaayat(2)meliputi:

a.perlindunganhabitatdanalurmigrasipenyu;

b.perlindungandanpemanfaatanEkosistem terumbu

karang;dan/atau

c.perlindungandanpemanfaatanBMKTyangberada

padadasarlautwilayahperairandisekitarPulauSenua.

Pasal25

(1) ZonaK.N.sebagaimanadimaksuddalamPasal24ayat(2)

terdiriatas:

a.Zonainti,yangselanjutnyadisebutdenganZonaN.A;

b.Zonaperikananberkelanjutan,yangterdiriatas:

1.ZonaN.B.1;dan
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2.ZonaN.B.2;

c. Zonapemanfaatan,yangterdiriatas:

1. ZonaN.C.1;

2. ZonaN.C.2;

3. ZonaN.C.3;

4. ZonaN.C.4;dan

5. ZonaN.C.5.

(2) ZonaN.Asebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa

berupa alokasi ruang untuk perlindungan terhadap

Ekosistemterumbukarang.

(3) ZonaN.B.1sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

angka1berupaalokasiruangdiKawasanKonservasi

untukpenangkapanikanolehNelayanKecil.

(4) ZonaN.B.2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb

angka2berupaalokasiruangdiKawasanKonservasi

untuklabuhjangkarkapalwisata.

(5) ZonaN.C.1sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

angka 1 berupa alokasiruang untuk perlindungan

Ekosistemterumbukarangdanpembangunanakomodasi

wisata.

(6) ZonaN.C.2sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

angka 2 berupa alokasiruang untuk perlindungan

Ekosistemterumbukarangdanwisatabahari.

(7) ZonaN.C.3sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

angka3berupaalokasiruanguntukpelestarianhabitat

penyudanwisatabahari.

(8) ZonaN.C.4sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

angka4berupaalokasiruanguntukperlindungandan

pemanfaatanBMKT.

(9) ZonaN.C.5sebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufc

angka5berupaalokasiruanguntukperlindungandan

pemanfaatangosongkarang.

(10)KetentuanlebihlanjutmengenaipengaturanZonaK.N

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)sampaidenganayat

(4)diaturlebihlanjutdalam RencanaPengelolaandan

ZonasiKawasan KonservasiPerairan Nasionalsesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.
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Pasal26

(1) AlurLautsebagaimanadimaksuddalamPasal23hurufb

terdiriatasalurmigrasibiotalaut,yangselanjutnyadisebut

denganAlurA.B.

(2) AlurA.Bsebagaimanadimaksudpadaayat(1)merupakan

aluryangdilaluipenyuyangbermigrasidanbertelurdi

daratanPulauSenua.

Pasal27

(1) Rencana Pola Ruang wilayah perairan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal23 sampaidengan Pasal26

digambarkandalam petarencanaPolaRuangwilayah

perairanPulauSenuadenganskala1:5.000,tercantum

dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkandariPeraturanMenteriini.

(2) RincianluassetiapZonadalam rencanaPolaRuang

wilayah perairan dan daftarkoordinatmasing-masing

Zonasebagaimanadimaksuddalam Pasal23sampai

denganPasal26,tercantum dalam LampiranV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan

Menteriini.

BABV

RENCANAPEMANFAATANRUANG

Pasal28

(1) Rencana pemanfaatan ruang merupakan upaya

perwujudanRZKSNTyangdijabarkankedalam indikasi

program utamarencanapemanfaatanruangKSNTPulau

Senuadalamjangkawaktu5(lima)tahunansampaiakhir

tahunperencanaan20(duapuluh)tahun.

(2) Dalam halRencanaDetailTataRuangPulauSenua dan

peraturan zonasi, rencana tata ruang wilayah

kabupaten/kota,dan/atauRZwilayahpesisirdanpulau-

pulaukecilProvinsiKepulauanRiauyangsesuaidengan

RZKSNTinibelum ditetapkansebagaimanadimaksud
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padaayat(1),rencanapemanfaatanruangwilayahdaratan

diKSNTPulauSenuadilaksanakansesuaidenganRZ

KSNT.

(3) Indikasiprogram utama rencana pemanfaatan ruang

KSNTPulauSenuasebagaimanadimaksudpadaayat(1),

meliputi:

a.usulanprogramutama;

b.lokasiprogram;

c.sumberpendanaan;

d.institusipelaksanaprogram;dan

e.waktudantahapanpelaksanaan.

Pasal29

Usulan program utama dan lokasiprogram sebagaimana

dimaksuddalamPasal28ayat(3)hurufadanhurufb,ditujukan

untukmewujudkan:

a.rencanaStrukturRuang,yangditetapkanmelaluipenjabaran

danketerkaitankebijakandanstrategipengelolaanKSNT

PulauSenuadenganrencanaStrukturRuang;dan

b.rencanaPolaRuang,yangditetapkanmelaluipenjabaran

danketerkaitankebijakandanstrategipengelolaanKSNT

PulauSenuadenganrencanaPolaRuang.

Pasal30

(1) Sumberpendanaan pemanfaatan ruang KSNT Pulau

Senuasebagaimanadimaksuddalam Pasal28ayat(3)

hurufc,dapatbersumberdariAnggaranPendapatandan

BelanjaNegara(APBN),AnggaranPendapatandanBelanja

Daerah(APBD),pihakswasta,dan/ataumitrakerjasama

pemanfaatan.

(2) Ketentuan mengenaisumberpendanaan sebagaimana

dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan sesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal31

Institusipelaksanaprogram sebagaimanadimaksuddalam

Pasal28ayat(3)hurufdterdiriatas:
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a.PemerintahPusat;

b.PemerintahDaerah;

c.BUMD;

d.BUMN;

e.instansinonpemerintah;

f.masyarakat;

g.swasta;dan/atau

h.mitrakerjasamapemanfaatanPulauSenua.

Pasal32

(1) Waktudantahapanpelaksanaansebagaimanadimaksud

dalam Pasal28ayat(3)hurufe,disusunberdasarkan

prioritasdankapasitaspendanaanyangadadalamwaktu

20(duapuluh)tahunyangdibagikedalam jangkawaktu

limatahunandantahunan.

(2) Waktupelaksanaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

terdiriatas4(empat)tahapan,sebagaidasarbagiinstitusi

pelaksana program, dalam menetapkan prioritas

pembangunanpadaKSNTPulauSenua,yangmeliputi:

a. tahappertamapadaperiode2018–2022;

b. tahapkeduapadaperiode2023–2027;

c. tahapketigapadaperiode2028–2032;dan

d. tahapkeempatpadaperiode2033–2038.

(3) Tahapansebagaimanadimaksudpadaayat(2)merupakan

dasarbagiinstitusipelaksana program sebagaimana

dimaksuddalam Pasal31untukmenetapkanprioritas

pembangunanpadaKSNTPulauSenua.

Pasal33

Rincianindikasiprogram utamarencanapemanfaatanruang

KSNTPulauSenuasebagaimanadimaksuddalamPasal28ayat

(3)tercantumdalamLampiranVIyangmerupakanbagianyang

tidakterpisahkandariPeraturanMenteriini.

BABVI

PENGENDALIANPEMANFAATANRUANG
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BagianKesatu

Umum

Pasal34

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang KSNT Pulau Senua

merupakan acuan dalam pelaksanaan pengendalian

pemanfaatanruangdiwilayahdaratanKSNTPulauSenua

dandiwilayahperairanKSNTPulauSenua.

(2) Pengendalianpemanfaatanruangsebagaimanadimaksud

padaayat(1)terdiridari:

a.PeraturanPemanfaatanRuang;

b.arahanperizinan;

c.arahaninsentifdandisinsentif;dan

d.arahansanksi.

BagianKedua

PeraturanPemanfaatanRuang

Paragraf1

Umum

Pasal35

(1) Peraturan Pemanfatan Ruang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal34ayat(2)hurufamerupakaninstrumen

pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun

berdasarkanKawasan,Zona,sub-zona,ataualur.

(2) PeraturanPemanfaatanRuangsebagaimanadimaksud

padaayat(1)meliputi:

a.PeraturanPemanfaatanRuanguntukStrukturRuang;

b.Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang

wilayahdaratan;dan

c.Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Pola Ruang

wilayahperairan.

(3) Muatan Peraturan Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksudpadaayat(2)antaralain:

a.jenis kegiatan yang diperbolehkan,kegiatan yang

diperbolehkandengansyarat,dankegiatanyangtidak
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diperbolehkan;

b.intensitaspemanfaatanruang;

c.tatabangunan;

d.prasaranaminimalataumaksimal;dan

e.standarteknis.

Paragraf2

PeraturanPemanfaatanRuangUntukStrukturRuang

Pasal36

PeraturanPemanfaatanRuangpadaStrukturRuangmeliputi:

a.PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ1.1;

b.PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ1.2;

c.PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ2;

d.PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ3;

e.PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ4;

f. PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ5;

g.PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ6;dan

h.PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ7.

Pasal37

(1) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.1

sebagaimanadimaksuddalamPasal36hurufameliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pemanfaatanruangsesuaidenganketentuanruang

milik jalan,ruang manfaat jalan,dan ruang

pengawasan jalan sesuai dengan ketentuan

peraturanperundang-undangandibidangjalan;

2.pemanfaatanruangpadajaringanjalanlingkungan

diKawasan Lindung dan Kawasan BudiDaya

berupa jalan lingkarpenghubung antara Zona

pertahanandankeamanan,ZonawisatadanZona

perlindungandanpelestarianpenyuPulauSenua;

3.pembangunan sarana kelengkapan jalan untuk

mendukungaksesibililitasorang;

4.penyediaan jalurpedestrian dengan lebaryang

cukupdiJaringanJ1.1;
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5.pemeliharaanJaringanJ1.1;

6.penyediaanrambu-rambupenunjukjalurevakuasi

bencanamenujutitikkumpulevakuasibencana;

7.pelebaranjalurevakuasibencanasesuaidengan

ketentuanruangmilikjalan;dan/atau

8.perluasantitikkumpulevakuasibencana;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pembangunansaranakelengkapanjalan;

2.penanamanpohon;dan/atau

3.pembangunanfasilitaspendukungjalanlainnya

yang tidakmengganggu kelancaran lalu lintas,

keselamatan pengguna jalan,dan fungsijalur

evakuasibencana;

c.kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

pemanfaatanruangmilikjalan,ruangmanfaatjalan,

dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan

terganggunya kelancaran lalu lintas,keselamatan

penggunajalan,danfungsijalurevakuasibencana;dan

d.jarakGarisSempadanBangunanGedungpalingjauh

sebesarsetengahdariruangmilikjalan.

(2) Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Jaringan J1.2

sebagaimanadimaksuddalamPasal36hurufbmeliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunan sarana kelengkapan dermaga

penyeberangan untuk mendukung kegiatan

pariwisata;

2.pembangunandan/ataupenempatanSaranaBantu

NavigasiPelayaran;

3.pemeliharaanSaranaBantuNavigasi-Pelayaran;

4.pemeliharaandermaga;

5.pemeliharanlebardankedalamanAlurPelayaran;

6.penyelenggaraan kenavigasian pada Alur

Pelayaran;

7.pembatasan kecepatan kapalyang bernavigasi

pada Alur Pelayaran dan Perlintasan yang

berdekatandenganalurmigrasibiotadan/atau

melintasiKawasankonservasi;
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8.bongkarmuatbarang dan penumpang untuk

mendukungkegiatanpariwisata;

9.pendaratannelayanuntukberlindungdaricuaca

buruk;

10.pemanfaatan ruang pada dermaga dan pos

penjagaandipintumasukPulauSenua;

11.pemanfaatan ruang pada AlurPelayaran yang

menghubungkan Pelabuhan Desa Sepempang

Kecamatan Bunguran Timurdengan Dermaga

Pulau Senua untukkegiatan kenavigasian dan

kepelabuhanan;dan/atau

12.pemanfaatanruangyangtidakbersifatmenetap;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi

kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud

dalamhurufayangtidakmengganggufungsijaringan

J1.2;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

fungsifasilitas pokok dan fasilitas penunjang

Pelabuhan;

2.kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak

SaranaBantuNavigasiPelayaran;

3.pendirian,penempatandan/ataupembongkaran

Bangunanatauinstalasidilautyangmengganggu

Alur-Pelayaran;

4.kegiatanyangmenggangguruangudarabebasdi

atas perairan dan dibawah perairan yang

berdampakpadakeberadaanAlurPelayaran;

5.pembangunanfondasidanpenambahanbangunan

tambatkapaldiatasterumbukarang;

6.kegiatanyangdapatmenggangguprosessandar

kapalkedermaga;dan/atau

7.kegiatanlainyangmengganggufungsijaringan

J.1.2.

Pasal38

PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ2sebagaimana
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dimaksuddalamPasal36hurufcmeliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pelaksanaanoperasionaldanpenunjangsistemjaringan

telekomunikasi;

2.pembangunanBTS;

3.pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan

operasionaljaringantelekomunikasi;dan/atau

4.pemeliharaanjaringantelekomunikasi;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalamhurufayang

aman bagisistem jaringan telekomunikasidan tidak

mengganggufungsisistemjaringantelekomunikasi;dan

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputikegiatanyang

membahayakan sistem jaringan telekomunikasi dan

mengganggufungsisistemjaringantelekomunikasi.

Pasal39

PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ3sebagaimana

dimaksuddalamPasal36hurufdmeliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunan pembangkit listrik tenaga surya,

pembangkitlistrik tenaga diesel,pembangkitlistrik

tenagaenergibarudanenergiterbarukan;

2.penghijauan;

3.pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang

pembangkittenagalistrik;dan/atau

4.penyediaanruangpenyanggaataujarakamandisekitar

pembangkitlistrik tenaga surya,pembangkitlistrik

tenagadiesel,pembangkitlistriktenagaenergibarudan

energiterbarukan;

b.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputikegiatanyang

membahayakaninstalasipembangkittenagalistrikserta

mengganggufungsipembangkittenagalistrik;

c.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalamhurufayang

amanbagiinstalasipembangkittenagalistriksertatidak

mengganggufungsipembangkittenagalistrik;dan
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d.pembangunan jaringan transmisitenaga listrik untuk

pembangkit listrik yang dibangun dengan konfigurasi

mengikutiJaringan J1.1 sebagaimana dimaksud dalam

Pasal10ayat(1)hurufa.

Pasal40

PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ4sebagaimana

dimaksuddalamPasal36hurufemeliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunanpenampunganairbaku;

2.pembangunansaranadistribusiair;

3.pengembangansistempenyediaanairminumperpipaan

dan non perpipaan diZona B.W guna menjamin

ketersediaan air bersih untuk menunjang kegiatan

pariwisata;dan/atau

4.pembangunanprasaranapenunjangsistem penyediaan

airminum;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalamhurufayang

tidakmengganggufungsipenyediaandandistribusisumber

dayaair;dan

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.kegiatan yang mengganggu fungsisistem jaringan

sumberdayaair;

2.pengambilanairtanahsecaraberlebihan;dan/atau

3.kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi

penyediaanairminum,mengakibatkanpencemaranair

bakudariairlimbahdansampah,danmengakibatkan

kerusakanprasaranadansaranapenyediaanairminum;

d.ketentuankhususuntukJaringanJ4meliputi:

1.penyediaan air bersih dapat dilakukan melalui

pembangunaninfrastrukturdesalinasidanpembangunan

infrastrukturpenampunganairhujan;dan/atau

2.kualitasairminumdanairbersihsesuaidenganstandar

yang ditetapkan sesuaidengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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Pasal41

PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ5sebagaimana

dimaksuddalamPasal36huruffmeliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunanprasaranaairlimbahuntukmengurangi,

memanfaatkankembali,danmengolahairlimbah;

2.pengembangan, operasi, dan pemeliharaan sistem

jaringan air limbah dan prasarana penunjangnya;

dan/atau

3.kegiatanpembangunanprasaranapendukungjaringanair

limbah;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalamhurufayang

tidakmengganggufungsisistem jaringanairlimbahdan

instalasipengolahanlimbah;

c.kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

pembuangansampah,pembuanganBahanBerbahayadan

Beracun,pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun,dankegiatanlainyangmengganggufungsisistem

jaringanairlimbah;

d.prasaranadansaranaminimum untuksistem jaringanair

limbahberupapenempatanperalatankontrolbakumutuair

buangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan;dan

e.ketentuankhususuntuksistemjaringanairlimbahmeliputi:

1.penetapanjarakamansistemjaringanairlimbahdengan

ZonaL.B,ZonaL.O,danZonaB.W;dan/atau

2.penempatandan/ataupembangunansistemjaringanair

limbahwajibmemperhatikanbakumutuairbuangan

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal42

PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ6sebagaimana

dimaksuddalamPasal36hurufgmeliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunanprasaranasistemjaringandrainasedalam

rangka mengurangi genangan air, mendukung
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pengendalianbanjir;

2.pembangunan prasarana pendukung sistem jaringan

drainase;dan/atau

3.pengembangan,operasi,dan pemeliharaan sistem

jaringandrainasedanprasaranapenunjangnya;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatan selain dimaksud dalam hurufa yang tidak

mengganggufungsisistemjaringandrainase;

c.kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan

pembuangansampah,pembuanganlimbah,dankegiatan

lainyangmengganggufungsisistemjaringandrainase;

d.optimalisasialiranairhujandalam rangkamengendalikan

sistemaliranairhujanagarmudahmelewatigorong-gorong,

pertemuansaluran,dantaliair(streetinlet);

e.pengelolaan sedimen melalui kegiatan pengerukan,

pengangkutan dan pembuangan sedimen secara aman

untukmemperlancarsalurandrainase;

f.pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase

dilakukanselarasdenganpemeliharaandanpengembangan

ruangmilikjalandalamJaringanJ1.1;

g.prasarana dan sarana minimum untuk sistem jaringan

drainasemeliputijalankhususuntukaksespemeliharaan,

sertaalatpenjaringsampah;dan

h.ketentuankhususuntuksistem jaringandrainaseberupa

pemeliharaan dan pengembangan jaringan drainase

dilakukanselarasdenganpemeliharaandanpengembangan

ruangmilikjalandalamJaringanJ1.1.

Pasal43

PeraturanPemanfaatanRuanguntukJaringanJ6sebagaimana

dimaksuddalamPasal36hurufgmeliputi:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pengoperasiantempatpenampungansementaraberupa

pengumpulan sebelum dikirimkan ke tempat

penampunganakhirdiPulauNatuna;

2.penghijauan;

3.pemeliharaantempatpenampungansementaradan/atau;
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4.pelaksanaan kegiatan penunjang operasionaltempat

penampungansementara;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pariwisata dalam jarak yang aman daridampak

pengelolaansampahditempatpenampungansementara

dantempatpenampunganakhir;

2.kegiatanlainyangtidakmengganggufungsitempat

penampungan sementara dan tempatpenampungan

akhir;dan/atau

3.kegiatanselaindimaksuddalam hurufayangtidak

mengganggufungsisistempengelolaanpersampahan;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pembakaransampah;dan/atau

2.kegiatanyangmengganggufungsitempatpenampungan

sementara;

d.ketentuankhususuntukJaringanJ6meliputi:

1.penanganansampahdisetiapdenganmemperhatikan

dampaknya terhadap lingkungan sesuai dengan

ketentuanperaturanperundang-undangan;dan/atau

2.pembuangansampahpadaarealyangtelahditentukan

untukmencegahkerusakanlingkungan.

Paragraf3

PeraturanPemanfaatanRuangUntukPolaRuang

WilayahDaratan

Pasal44

Peraturan Pemanfaatan Ruang pada Pola Ruang wilayah

daratanmeliputi:

a.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaL.B;

b.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaL.L.p;

c.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaL.O;

d.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.U.t;

e.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.A.t;

f.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.W.1;

g.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.W.2;dan

h.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.W.3.
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Pasal45

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaL.Bsebagaimana

dimaksuddalamPasal44hurufaterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pengendalianpemanfaatanruangpadaKawasanBudi

DayaterbangunyangberadadiZonaL.B;

2.hutanrakyat;

3.pemberianruangyangcukupbagiperesapanairhujan

padaZonaL.Buntukkeperluanpenyediaankebutuhan

airtanahdanpenanggulanganbanjir;dan/atau

4.rehabilitasiZonaL.BkhususnyapadaKawasanyang

memilikikemampuanresapantinggiuntukmenjamin

ketersediaanairbakudiPulauSenua;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

pemanfaatanruangsecaraterbatasuntukkegiatanbudi

dayatidakterbangunyangmemilikikemampuantinggi

dalammenahanlimpasanairhujan;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputikegiatanyang

mengurangidayaseraptanahterhadapairdankegiatan

yangmengganggufungsiKawasanresapanairsebagai

KawasanLindung;dan

d.penyediaanprasaranadansaranaminimummeliputi:

1.penyediaansumurresapandan/atauwadukpadalahan

terbangunyangsudahada;dan/atau

2.penerapanprinsipzerodeltaQpolicyterhadapsetiap

kegiatanbudidayaterbangunyangdiajukanizinnya

melaluipemertahananarealresapanairhujan,lubang

resapanbiopori,modifikasilansekap,penampunganair

hujan,raingarden,sumurinjeksi,dansumurresapan.

Pasal46

Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Sub Zona L.L.p

sebagaimanadimaksuddalamPasal44hurufbterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pemertahanan Kawasan sempadan pantai untuk

menjagatitikdasardiSenuadariancamanabrasidan
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kegiatanyangmengganggukelestarianfungsipantai;

2.peningkatanfungsiekologisKawasansempadanpantai,

untuk mempertahankan daya dukung dan daya

tampunglingkunganhidupdiPulauSenua;

3.pengembangan kegiatan pariwisata yang ramah

lingkungan di Kawasan sempadan pantai guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat diPulau

Senua;

4.pembangunanmenarapengawas;

5.pemanfaatanruanguntukRTH;

6.pengembangan strukturalamidan strukturbuatan

untuk mencegah abrasi,gelombang pasang,dan

tsunami;

7.pertahanandankeamanannegara,

8.pengendaliankualitasperairan;

9.konservasiwilayahpesisirdanpulau-pulaukecil;

10.pemanfaatanKawasansempadanpantaisebagairuang

publik;

11.pengamatancuacadaniklim;dan/atau

12.pemanfaatan sebagian Kawasan sempadan pantai

sebagaijalurevakuasibencana.

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pembangunan sarana dan prasarana kepelabuhanan

untukmenunjangpariwisata;

2.pembangunanlandingpointkabeldan/ataupipabawah

laut;dan/atau

3.kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalam hurufa

yangtidakmengganggufungsiSubZonaL.L.p;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.kegiatanyangmenghalangidan/ataumenutuplokasidan

jalurevakuasibencana;

2.kegiatan yang menurunkan luas,nilaiekologis,dan

estetikaKawasan;dan/atau

3.kegiatan yang mengganggu fungsiSub Zona L.L.p

sebagaiZonaperlindungansetempat.

Pasal47
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PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaL.Osebagaimana

dimaksuddalamPasal44hurufcterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pemertahananluasKawasanpelestarianpenyu;

2.monitoring,penelitiandanpengawasanyangdilakukan

untuk menjamin keberlanjutan Kawasan pelestarian

penyu;

3.pelindungandanrehabilitasiEkosistempesisir;dan/atau

4.pembangunan sarana dan prasarana pendukung

Kawasanpelestarianpenyu;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pengamatanpenyu;

2.pelepasananakpenyukelaut;dan/atau

3.kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalam hurufa

yangtidakmengganggufungsiZonaL.O;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pengambilantelurpenyu;dan/atau

2.kegiatanyangmengganggufungsidankeberadaanZona

L.O.

Pasal48

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.U.tsebagaimana

dimaksuddalamPasal44hurufdterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pelayanantransportasidarat;

2.pelayanantransportasilaut;dan/atau

3.pelayanankesehatan;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

hurufayangtidakmengganggufungsiZonaB.U.t;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputikegiatanyang

dapatmengganggufungsiZonaB.U.t;

d.pengembanganZonaB.U.tdiarahkansebagaiKawasanyang

memilikikualitas daya dukung lingkungan sedang dan

kualitasprasaranadansaranatinggi;

e.penyediaanRTHpalingsedikit30%(tigapuluhpersen)dari

luasZonaB.U.t;
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f.penyediaanprasaranadansaranaminimum dalam Zona

B.U.tmeliputi:

1.kebutuhandasarberupalistrik,airbersih,sertaprasarana

pengolahansampahdanlimbah;

2.fasilitaspenyimpanbahanbakar;dan/atau

3.prasaranadansaranapendukungaksesibilitasberupa

jaringan jalan,serta terminaldan dermaga untuk

penumpangdanbarang;

g.ketentuankhususuntukZonaB.U.tmeliputi:

1.pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.U.t

untukmendukung fungsipertahanan dan keamanan

negara;

2.pengembangan jaringan prasarana pada Zona B.U.t

berbasismitigasidanadaptasibencana;dan/atau

3.penempatanSaranaBantuNavigasiPelayarandiSub

ZonaB.U.t.

Pasal49

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.A.tsebagaimana

dimaksuddalamPasal44hurufeterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pengamananpantaidalamrangkamelindungititikdasar

dantitikreferensidiSenuadaridampakabrasidan

gelombangpasang;dan/atau

2.pembangunanposTNIAngkatanLaut,dermagapatroli,

rumahjaga,fasilitaspenyimpananbahanbakarminyak

danairbersih,mercusuar;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatan selain dimaksud dalam hurufa yang tidak

mengganggukeberadaantitikdasardantitikreferensidi

PulauSenua;dan

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pemanfaatan yang mengganggu dan/atau merusak

fungsiZonaB.A.t;

2.pemanfaatanwilayahdisekitarZonaB.A.tyangdapat

menghilangkan dan atau mengurangifungsiZona

tersebut;dan/atau
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3.pemanfaatanwilayahdisekitarZonaB.A.tyangdapat

menimbulkanbahayabagioperasionalpelayaranuntuk

kepentinganpertahanan.

Pasal50

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.W.1sebagaimana

dimaksuddalamPasal44huruffterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunan fasilitas akomodasiwisata dengan

konstruksi tidak masif dari bahan alami yang

menghadapkearahlaut;

2.pembangunanpapanpenandakegiatanrekreasi;

3.pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan

konstruksitidakmasifdaribahanalamiantaralain

restoran,posinformasidantoiletumum;

4.pembangunansaranapengolahanairlimbah;

5.pemeliharaanJaringanJ5danprasaranapenunjangnya;

6.pembangunanJaringanJ3;

7.pembangunanJaringanJ4;

8.wisatarekreasipantai;dan/atau

9.penghijauan;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas

peneranganjalan;dan/atau

2.kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalam hurufa

yangtidakmenggangguZonaB.W.1;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunan bangunan akomodasi wisata dan

bangunanpenunjangnyadengankonstruksimasif;

2.pembuanganlimbahdansampahakomodasiwisata;

3.pembuanganlimbahbahanberacun,danberbahaya;

4.penambanganpasirlaut;dan/atau

5.kegiatanyangmengganggufungsiZonaB.W.1;

d.ketentuankhususuntukZonaB.W.1meliputi:

1.pembangunanpembangkitlistriktenagasuryadengan

jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan
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perundang-undangandibidangketenagalistrikan;

2.KWTpadaZonaB.W.1antara30%(tigapuluhpersen)

sampaidengan50%(limapuluhpersen)dariluasZona

tersebut;

3.KDHpadaZonaB.W.1antara50%(limapuluhpersen)

sampaidengan70%(tujuhpuluhpersen)dariluasZona

tersebut;dan/atau

4.pembatasanjumlahwisatawandiZonaB.W.1paling

banyaksejumlah100(seratus)orangperhari.

Pasal51

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.W.2sebagaimana

dimaksuddalamPasal44hurufgterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunanpapanpenandakegiatanrekreasi;

2.pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan

konstruksitidakmasifdaribahanalamiantaralain

beruparestoran,posinformasi,dantoiletumum;

3.pembangunansaranapengolahanairlimbah;

4.pemeliharaanJaringanJ5danprasaranapenunjangnya;

5.pembangunanJaringanJ3;

6.pembangunanJaringanJ4;

7.wisatarekreasipantaiterbatas;dan/atau

8.penghijauan;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas

peneranganjalan;dan/atau

2.kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalam hurufa

yangtidakmenggangguZonaB.W.2;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunanbangunanfasilitasumum dansarana

penunjangkegiatanpariwisatadengankonstruksimasif;

2.pembuanganlimbahbahanberacun,danberbahaya;

3.penambanganpasirlaut;dan/atau

4.kegiatanyangmengganggufungsiZonaB.W.2;

d.ketentuankhususuntukZonaB.W.2meliputi:

1.pembangunanpembangkitlistriktenagasuryadengan
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jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangandibidangketenagalistrikan;

2.KWTpadaZonaB.W.2sebesar50%(limapuluhpersen)

dariluasZonatersebut;dan/atau

3.KDHpadaZonaB.W.2sebesar50%(limapuluhpersen)

dariluasZonatersebut.

Pasal52

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaB.W.3sebagaimana

dimaksuddalamPasal44hurufhterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunanpapanpenandakegiatanrekreasi;

2.pembangunan fasilitas penunjang wisata dengan

konstruksitidakmasifdaribahanalamiantaralain

berupabengunantempatberteduhsementaraterbuka;

3.pemeliharaanJaringanJ5danprasaranapenunjangnya;

4.pemeliharaanJaringanJ3;

5.pemeliharaanJaringanJ4;

6.wisatarekreasipantai;dan/atau

7.penghijauan;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pembangunan kelengkapan jalan dan fasilitas

peneranganjalan;dan/atau

2.kegiatanselainsebagaimanadimaksuddalam hurufa

yangtidakmenggangguZonaB.W.3;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pembangunan bangunan akomodasiwisata dengan

konstruksimasif;

2.pembuanganlimbahdansampahakomodasiwisata;

3.pembuanganlimbahbahanberacun,danberbahaya;

4.penambanganpasirlaut;dan/atau

5.kegiatanyangmengganggufungsiZonaB.W.3;

d.ketentuankhususuntukZonaB.W.3meliputi:

1.KWTpadaZonaB.W.3sebesar20%(duapuluhpersen)

dariluasZonatersebut;

2.KDHpadaZonaB.W.3sebesar80%(delapanpuluh
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persen)dariluasZonatersebut;dan/atau

3.pembatasanjumlahwisatawanyangmenginapdiZona

B.W.3palingbanyaksejumlah30(tigapuluh)orangper

hari.

Paragraf4

PeraturanPemanfaatanRuangUntukPolaRuang

WilayahPerairan

Pasal53

Peraturan pemanfaatan ruang pada Pola Ruang wilayah

perairanmeliputi:

a.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.A;

b.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.B.1;

c.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.B.2;

d.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.1;

e.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.2;

f. PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.3;

g.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.4;

h.PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.5;dan

i. PeraturanPemanfaatanRuanguntukAlurA.B;

Pasal54

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.Asebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufaterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.perlindunganmutlakhabitatbiotalaut;dan/atau

2.penelitian dan pendidikan yang mendukung upaya

pengelolaanKawasanKonservasiPerairan;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pelayaran tradisional tanpa melakukan kegiatan

penangkapanikan;dan/atau

2.pendaratankapaldarurat;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputiseluruhkegiatan

pemanfaatanruanglautyangdapatmerusakZonaN.A.

Pasal55
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PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.B.1sebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufbterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.penangkapan ikan dengan menggunakan kapal

penangkapikandengantonasekotorpalingbesar10

(sepuluh)groston(GT)denganjenisalatpenangkapan

ikanberupajaringangkat,jaringinsang,perangkap,

pancing dan alatpenjepitdan melukaisertatidak

menggunakanalatbanturumpon;

2.penangkapanikanyangmemperhatikandayadukung

dankondisilingkungansumberdayaikan;

3.wisatabahariyangdilakukandenganmenggunakan

perahuataukapallayarataukapalbermotordengan

tonasekotorpalingbesar20(duapuluh)groston(GT);

4.wisata baharidengan menggunakan kapal wisata

(yacht);dan/atau

5.perikananrekreasisecararamahlingkungan;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

penangkapanikandenganalatpenangkapanikanyang

bersifatstatis;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi

1. penangkapanikanyangmenggunakanalatpenangkapikanyangtidak

ramahlingkungandanmerusakEkosistem diwilayahpesisirdanpulau-pulau

kecil;

2. pertambangan;

3. pembuangansampahdanlimbahkelaut;dan/atau

4. pemanfaatanruanglautyangdapatmerusakZonaN.B.1.

Pasal56

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.B.2sebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufcterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputikegiatanlegojangkar

bagikapalwisata(yacht);

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

pengoperasiankapalwisata(yacht)selamamelaksanakan

yangtidakmengganggukegiatanpenangkapanikanoleh

NelayanKecildanalurmigrasibiotalaut;dan



44

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi

1.pengambilandanpembuanganairbalas;

2.pembuanganminyak,bahancairberacun,muatanbahan

berbahayadalambentukkemasan,kotoran,sampahdari

kapalyangmasukdalamZonaN.B.2;

3.pertambangan;dan

4.pemanfaatanruanglautyangdapatmerusakZonaN.B.2.

Pasal57

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.1sebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufdterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.perlindunganhabitatterumbukarang;

2.wisatabaharimenikmatikeindahanalam bawahlaut;

dan/atau

3.penempatanSaranaBantuNavigasiPelayaranuntuk

pembatasZonaN.C.1;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur

wisatabaharidilaut;

2.pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur

wisatabaharidilautdenganmenggunakanbahanyang

ramahlingkungan;

3.pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur

wisata dengan desain semipermanen atau non

permanen;

4.wisatabahariyang dilakukandenganmenggunakan

perahuataukapallayarataukapalbermotordengan

tonasekotorpalingbesar20(duapuluh)groston(GT)

yangtidakmengganggukegiatanpenangkapanikanoleh

NelayanKecildanalurmigrasibiotalaut;dan/atau

5.kegiatanselaindimaksuddalam hurufayangtidak

mengganggufungsiZonaN.C.1

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pemindahanataupengambilanbiotalaut;

2.penangkapanikan;

3.pengambilandanpembuanganairbalas;
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4.pembuanganminyak,bahancairberacun,muatanbahan

berbahayadalam bentukkemasan,kotoran,sampah

darikapalyangmasukdalamZonaN.C.1;

5.pemberianmakanikanselamamelaksnakankegiatan

wisatabahari;

6.penampatan dan/atau pembangunan infrastruktur

wisatabahariyangmerusakEkosistemterumbukarang

danEkosistemperairan;dan/atau

7.pemanfaatanruanglautyangdapatmerusakZona

N.C.1.

Pasal58

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.2sebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufeterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.perlindunganterumbukarang;

8.wisatabaharimenikmatikeindahanalambawahlaut;

2.penempatanSaranaBantuNavigasiPelayaranuntuk

pembatasZonaN.C.2;

3.legojangkarbagikapalwisata(yacht);dan/atau

4.olahragaair;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur

wisatabaharidilautdenganmenggunakanbahanyang

ramahlingkungan;

2.pembangunan dan/atau penempatan infrastruktur

wisata dengan desain semipermanen atau non

permanen;

3.wisata bahariyang dilakukan dengan menggunakan

perahuataukapallayarataukapalbermotordengan

tonasekotorpalingbesar20(duapuluh)groston(GT)

yangtidakmengganggukegiatanpenangkapanikanoleh

NelayanKecildanalurmigrasibiotalaut;dan/atau

4.kegiatanselaindimaksuddalam hurufayangtidak

mengganggufungsiZonaN.C.2;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.pemindahanataupengambilanbiotalaut;
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2.penangkapanikan;

3.pengambilandanpembuanganairbalas;

4.pembuangan minyak,bahan cair beracun,

muatan bahan berbahaya dalam bentuk

kemasan,kotoran,sampah darikapalyang

masukdalamZonaN.C.2;

5.pemberianmakanikanselamamelaksanakan

kegiatanwisatabahari;

6.penampatan dan/atau pembangunan

infrastruktur wisata bahariyang merusak

Ekosistem terumbu karang dan Ekosistem

perairan;dan/atau

7.pemanfaatanruanglautyangdapatmerusak

ZonaN.C.2.

Pasal59

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.3sebagaimana

dimaksuddalamPasal53huruffterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.perlindunganhabitatdanalurmigrasipenyu;

2.wisatabaharimenikmatikeindahanalam bawahlaut

secaraterbatas;

3.pemanduan kegiatan wisata bahari agar tidak

menggangguhabitatdanalurmigrasipenyu;

4.penelitian;

5.penempatanSaranaBantuNavigasiPelayaranuntuk

pembatasZonaN.C.3;dan/atau

6.olahragaair;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.kegiatanpariwisataberbasisekowisata;dan/atau

2.kegiatanselaindimaksuddalam hurufayangtidak

mengganggufungsiZonaN.C.3.

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.legojangkarbagikapalwisata(yacht);

2.pemindahanataupengambilanbiotalaut;

3.penangkapanikan;
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4.pengambilandanpembuanganairbalas;

5.pembuanganminyak,bahancairberacun,muatanbahan

berbahayadalambentukkemasan,kotoran,sampahdari

kapalyangmasukdalamZonaN.C.3;

6.pemberianmakanikanselamamelaksanakankegiatan

wisatabahari;

7.penampatan dan/atau pembangunan infrastruktur

wisatabahariyangmerusakEkosistemterumbukarang

danEkosistemperairan;dan/atau

8.pemanfaatanruanglautyangdapatmerusakZonaN.C.3.

Pasal60

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.4sebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufgterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.perlindunganterumbukarang;

2.perlindunganBMKT;

3. wisatabaharimenikmatikeindahanalam bawahlaut

secaraterbatas;

4.pemanduan kegiatan wisata bahari agar tidak

menggangguhabitatdanalurmigrasipenyu;

5.penelitian;dan/atau

6.penempatanSaranaBantuNavigasiPelayaranuntuk

pembatasZonaN.C.4;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.pariwisataberbasisekowisata;

2.salvage;dan/atau

3.kegiatanselaindimaksuddalam hurufayangtidak

mengganggufungsiZonaN.C.4;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.legojangkarbagikapalperikanandankapalwisata

(yacht);

2.pemindahan atau pengambilan BMKT dan terumbu

karang;
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3.pembuanganminyak,bahancairberacun,muatanbahan

berbahayadalambentukkemasan,kotoran,sampahdari

kapalyangmasukdalamZonaN.C.4;dan/atau

4.pemanfaatanruanglautyangdapatmerusakZonaN.C.4.

Pasal61

PeraturanPemanfaatanRuanguntukZonaN.C.5sebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufhterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1. perlindunganterumbukarangdanalurmigrasipenyu;

2.wisatabaharimenikmatikeindahanalambawahlautsecara

terbatas;

3.pemanduankegiatanwisatabahariagartidakmengganggu

habitatdanalurmigrasipenyu;dan/atau

4.penempatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran untuk

pembatasZonaN.C.5;

b.kegiatanyangdiperbolehkandengansyaratmeliputi:

1.penangkapanikan;

2. penelitian;

3. wisatabahariyangdilakukandenganmenggunakan

perahuataukapallayarataukapalbermotordengan

tonasekotorpalingbesar20(duapuluh)groston(GT)

untukmenunjangkegiatanwisatabaharibawahlaut;

dan/atau

4. kegiatanselaindimaksuddalam hurufayangtidak

mengganggufungsiZonaN.C.5;

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputi:

1.legojangkarbagikapalperikanan,kapalwisata(yacht),dan

kapalmenunjangkegiatanwisatabaharibawahlaut;

2.pemindahanataupengambilanBMKTdanterumbukarang;

3. pembuanganminyak,bahancairberacun,muatan

bahanberbahayadalam bentukkemasan,kotoran,

sampahdarikapalyangmasukdalam ZonaN.C.4;

dan/atau;

4. pemberian makan ikan selama melaksanakan

kegiatanwisatabahari;

5. penampatan dan/atau pembangunan infrastruktur
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wisata bahariyang merusak Ekosistem terumbu

karangdanEkosistemperairan;dan

6. pemanfaatanruanglautyangdapatmerusakZona

N.C.5.

Pasal62

KetentuanlebihlanjutmengenaiPeraturanPemanfaatanRuang

untukZonasebagaimanadimaksuddalam Pasal54sampai

denganPasal61diaturdenganRencanaPengelolaandan

ZonasiKawasanKonservasiPerairan.

Pasal63

PeraturanPemanfaatanRuanguntukAlurA.Bsebagaimana

dimaksuddalamPasal53hurufiterdiriatas:

a.kegiatanyangdiperbolehkanmeliputi:

1.perlindunganbiotalautyangdilindungidanterancam

punah;dan/atau

2.pelaksanaanshiprouteingsystem untukmenghindari

tabrakandenganbiotalautyangdilindungidanterancam

punahsesuaidenganketentuanperaturanperundang-

undangan;

b.kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi

kegiatansebagaimanadimaksuddalam hurufayangtidak

mengganggufungsiAlurA.B;dan

c.kegiatanyangtidakdiperbolehkanmeliputikegiatanyang

dapatmengganggufungsiAlurA.B.

BagianKetiga

ArahanPerizinan

Pasal64

Arahanperizinansebagaimanadimaksuddalam Pasal34ayat

(2)hurufbterdiriatas:

a.perizinanpadawilayahdaratanKSNTPulauSenua;dan

b.perizinanpadawilayahperairanKSNTPulauSenua.

Pasal65
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(1)Perizinan pada wilayah daratan KSNT Pulau Senua

sebagaimanadimaksuddalamPasal57hurufaberupaizin

lokasi.

(2)KetentuanmengenaiizinlokasididaratanKSNTPulau

Senuasebagaimanadimaksudpadaayat(1)dilaksanakan

sesuaidenganperaturanperundang-undangandibidang

pertanahan.

Pasal66

(1)Perizinan pada wilayah perairan KSNT Pulau Senua

sebagaimanadimaksudpadaPasal64hurufbmeliputi:

a.izinLokasiPerairanPesisir;dan

b.IzinPengelolaan.

(2)Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperuntukkanbagipemanfaatanruangwilayahperairan

KSNTPulauSenuasecaramenetap.

(3)IzinLokasiPerairanPesisirsebagaimanadimaksudpada

ayat(1)hurufaditerbitkanuntukkegiatan:

a.wisatabahari;

b.budidayalaut;

c.perikanantangkapdenganalatpenangkapanikanyang

bersifatstatis;

d.penempatanbangunandan/atauinstalasidilautuntuk

kepariwisataan,sosialbudaya,penelitian,pengembangan,

dan/ataupendidikan;pertahanandankeamanan;

e.pembangunanbangunanpengamanpantaiyangberupa

groin,pengaraharuspasangsurut,revetmen,tanggullaut,

temboklaut,dan/ataubangunanpemecahgelombang;

dan/atau

(4)IzinLokasisebagaimanadimaksudpadaayat(3)hurufa

menjadidasarpemberianIzinPengelolaan.

(5)KetentuanlebihlanjutmengenaiIzinLokasiPerairanPesisir

danIzinPengelolaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

sampaidengan ayat(5)dilaksanakan sesuaidengan

ketentuanperaturanperundang-undangan.
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BagianKeempat

ArahanInsentifdanDisinsentif

Pasal67

Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana

dimaksuddalamPasal34ayat(2)hurufcdalampemanfaatan

ruangKSNTPulauSenuadilaksanakanuntuk:

a.meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang

KSNTPulauSenuadalamrangkamewujudkanpemanfaatan

ruangdaratandanperairanKSNT PulauSenuasesuai

denganRZKSNT;

b.memfasilitasikegiatanpemanfaatanruangdaratandan

perairanKSNTPulauSenuaagarsejalandenganRZKSNT;

dan

c.meningkatkankemitraansemuapemangku kepentingan

dalam rangkapemanfaatanruangdaratandanperairan

KSNTPulauSenuayangsejalandenganRZKSNT.

Pasal68

(1)Insentifuntukkegiatanpemanfaatanruangdaratandan

perairanKSNTPulauSenuadiberikanoleh:

a.PemerintahPusatkepadaPemerintahDaerah;atau

b.Pemerintah Pusatatau Pemerintah Daerah kepada

Masyarakat.

(2)Insentifsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diberikan

padaruangdaratandanperairanKSNTPulauSenuayang

diprioritaskanpengembangannya.

Pasal69

(1) Insentifsebagaimanadimaksuddalam Pasal68dapat

berupainsentiffiskaldan/atauinsentifnonfiskal.

(2) Insentiffiskalsebagaimana dimaksud pada ayat(1)

meliputi:

a.pemberiankeringananpajak;dan/atau

b.penguranganretribusi;dan/atau

(3) Insentifnonfiskalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)
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meliputi:

a.kemudahanpenerbitanizinlokasidanizinpengelolaan;

b.penyediaanprasaranadansarana

c.penghargaan;dan/atau

d.publikasiataupromosi.

(4) Pemberian insentif fiskal dilaksanakan sesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal70

(1) InsentifdariPemerintahPusatkepadaPemerintahDaerah

sebagaimanadimaksuddalam Pasal68ayat(1)hurufa

meliputi:

a.penyediaanprasaranadansaranadidaerah;

b.penghargaandanfasilitasi;

c.publikasiataupromosidaerah;dan/atau

d.kompensasipendanaankepadaPemerintahDaerah.

(2) Kompensasipendanaan sebagaimana dimaksud pada

ayat(1)hurufd dilaksanakan dalam halpendanaan

pelaksanaanpemanfaatanruangdaratandanperairan

KSNT PulauSenuabersumberdariAPBN Pemerintah

Pusat.

(3) Mekanisme pemberian kompensasi pendanaan

sebagaimanadimaksudpadaayat(2)dilaksanakansesuai

denganketentuanperaturanperundang-undangan.

Pasal71

(1) InsentifdariPemerintah Pusatdan/atau Pemerintah

DaerahkepadaMasyarakatsebagaimanadimaksuddalam

Pasal68ayat(1)hurufbmeliputi:

a.pemberiankeringananpajak;

b.penguranganretribusi;

c.penyediaanprasaranadansarana;dan/atau

d.kemudahanpenerbitanizinlokasidanizinpengelolaan.

(2) InsentifdariPemerintah Pusatdan/atau Pemerintah

Daerah kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat

Tradisionalwajibdiberikandalam bentukpemberianizin

lokasidanIzinPengelolaandan/ataupelayanancepat.
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Pasal72

DisinsentifdiberikanuntukkegiatanpemanfaatanruangLaut

padaKawasanyangdibatasipengembangannya.

Pasal73

(1) DisinsentifsebagaimanadimaksuddalamPasal72berupa

disinsentiffiskaldandisinsentifnonfiskal.

(2) Disinsentiffiskalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

berupapengenaanpajakyangtinggi.

(3) Disinsentifnonfiskalsebagaimanadimaksudpadaayat(1)

meliputi:

a.pengenaanpersyaratankhususdalamizinlokasidan

IzinPengelolaan;

b.kewajibanmemberiimbalan;

c.pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;

dan/atau

d.pemberitahuankinerjanegatifkepadapublik.

(4) Pemberiandisinsentiffiskalsebagaimanadimaksudpada

ayat(2)dilaksanakansesuaidenganketentuanperaturan

perundang-undangan.

BABVII

KETENTUANPENUTUP

Pasal74

(1)RZKSNTmenjadiacuandalam penyusunanRZWilayah

PesisirdanPulau-PulauKecilProvinsiKepulauanRiau.

(2)RZKSNTPulauSenuaberlakuselama20(duapuluh)tahun

danditinjaukembali1(satu)kalidalam5(lima)tahun.

(3)PeninjauankembaliRZKSNTdapatdilakukanlebihdari1

(satu)kalidalam 5(lima)tahunapabilaterjadiperubahan

lingkunganstrategisberupa:

a.bencanaalam skalabesaryangditetapkandengan

peraturanperundang-undangan;

b.perubahan batas teritorialnegara yang ditetapkan

denganundang-undang;dan/atau
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c.perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan

denganUndang-Undang.

(4)PeninjauankembaliRZKSNTsebagaimanadimaksudpada

ayat(2)danayat(3)dilaksanakansesuaidenganketentuan

perundang-undangan.

Pasal75

PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundanganPeraturanMenteriinidenganpenempatannya

dalamBeritaNegaraRepublikIndonesia.

DitetapkandiJakarta

padatanggal

MENTERIKELAUTANDANPERIKANAN

REPUBLIKINDONESIA,

SUSIPUDJIASTUTI

DiundangkandiJakarta

padatanggal

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

WIDODOEKATJAHJANA

LembarPengesahan

No. Pejabat Paraf

1. SekretarisJenderal

2. DirjenPRL

3. KepalaBHO

4. DirekturPRL
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